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ABSTRAK

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu capaian
pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Banjarnegara merupakan salah satu kebupaten di Indonesia yang rawan bencana
khususnya bencan longsor. Pemerintah Daerah Banjarnegara sebagai penanggung jawab
penyelenggaran penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara pada tahun 2011
membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pelaksana
penanggulangan bencana daerah. BPBD Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi dan
tugasnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah dan peraturan
perundang-undangan lain di atasnya yang mengatur penanggulangan bencana.
Penanggulangan bencana di Banjarnegara secara kelembagaan telah dilaksanakan sejak
tahun 2011, namun masih saja mengalami kendala seperti kurangnya sarana prasarana,
kurang koordinasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian terkait tinjauan yuridis atas penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah di Banjarnegara.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian lapangan (field
research) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dan dampingkan dengan pendekatan
yuridis-empiris, guna  menganalisis dan  mendeskripsikan  penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara dengan  berpedoman pada hukum
normatif, peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum. Data diambil
langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, obervasi serta kajian atas peraturan-
peraturan terkait yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah di Banjarnegara telah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengaturnya dan mengedepankan kesejahteraan umum. Pemerintah daerah dalam
upaya menunjang penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara menjadikan
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai salah satu sasaran pokok
pembangunan daerah. BPBD Banjarnegara dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah di Banjarnegara menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi komando
melaui tindakan-tindakan yang cepat, tepat dan prioritas. BPBD Banjarnegara untuk
dapat menajalankan tugas dan fungsinya dalam beberapa hal harus mengambil tindakan
berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan kepentingan umum atas hal-hal yang belum
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kendala utama penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara bermuara pada masalah terbatasnya
dana penanggulangan bencana daerah dan masalah birokrasi. Dana penanggulangan
bencana yang dialokasikan APBD Banjarnegara sangatlah terbatas dan penggunaan dana
dari pusat harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Birokrasi di tingkat pemerintah
daerah juga belum semuanya sadar atas situasi dan kondisi dalam penanggulangan
bencana yang harus cepat dan mendesak.

Keyword: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Pemerintah Daerah Banjarnegara.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan
untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945. Dalam rangka melaksanakan amanah tersebut Pemerintah
Indonesia merancang kerangka pembangunan nasional yang mengarah pada
ketercapaian kesejahteraan umum dengan memperhatikan hak penghidupan atas
setiap warganya termasuk perlindungan atas bencana.

Wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan
demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh
kondisi alam, nonalam maupun disebabkan oleh manusia. Bencana alam adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.! Bencana alam cenderung
bersifat merusak dan merugikan.

Pola penanggulangan bencana di Indonesia mendapatkan perhatian dengan

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

!Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



Bencana yang diikuti beberapa regulasi yang terkait, yaitu Peraturan
Presiden Nomor. 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
yang memiliki wilayah dengan kemiringan yang tinggi. Banjarnegara memiliki 20
kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa dengan keseluruhan luas wilayah 1.064,52
km2 yang nyaris separuhnya merupakan daerah rawan bencana khususnya
bencana tanah longsor. Potensi terjadinya tanah longsor di wilayah Kabupaten
Banjarnegara sangatlah besar terutama daerah pegunungan atau tepian lereng.?
Dalam lima tahun terakhir tanah longsor terjadi hampir setiap tahun dengan
kerugian yang cukup besar, dari mulai merusak jalur transportasi darat,
menghilangkan penghidupan bahkan menelan korban jiwa.

Tanggal 12 Desember 2014 longsor melanda Kecamatan Karangkobar
Kabupaten Banjarnegara yaitu di Dusun Jemblung Desa Sampang. Kerugian

materi mencapai ratusan juta rupiah dengan korban jiwa 123 orang dan rumah

Zhttp://banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/pemerintahan-2/2013-05-24-06-40- 16/
pemerintahan, akses 10 September 2016.
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rusak tertimbun 38 buah rumah.> Sampai dengan tahun 2016 peristiwa tanah
longsor masih menjadi bencana alam yang paling sering melanda Banjarnegara.
Beberapa longsor kecil yang mengakibatkan rusaknya jalur transportasi
setidaknya terjadi dibeberapa titik rawan longsor di Kabupaten Banjarnegara.
Bencana tanah longsor yang cukup besar kembali terjadi pada tanggal 25 Maret
2016 di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara
menyebabkan 21 rumah rusak harus direlokasi dan sekitar 15,9 hektar tanah yang
terdiri dari pemukiman dan lahan perkebunan rusak parah. Pergerakan tanah
masih terjadi sampai akhir november 2016 dan terdapat kemungkinan longsor
susulan . Longsor ini tidak menimbulkan korban jiwa namun mengakibatkan 158
orang harus mengungsi.*

Dua kejadian longsor diatas merupakancontoh dari puluhan longsor yang
terjadi di Banjarnegara sepanjang tahun 2014-2016. Intensitas longsor di
Banjarnegara cukup tinggi. Sepanjang tahun 2016 bencana tanah longsor kurang
lebih terjadi di 70 titik dalam wilayah Banjarnegara. Seringnya Banjarnegara
dilanda longsor adalah akibat dari letak geografisnya didataran tinggi dengan
kemiringan tanah mencapai 90 derajat dan curah hujan tinggi.Bencana di
Banjarnegara yang terus menerus terjadi tersebut membutuhkan upaya
penanggulangan bencana meliputi upaya terencana dan teroganisir yang

diwujudkan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian

3 Wawancana dengan Bapak Muh. Zuhri, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD
Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa tengah, tanggal 21 November 2016.

*Ibid



atau seluruh bahaya atau kerugian akibat dari bencana, serta menghindari resiko
bencana yang mungkin akan terjadi, supaya akibat yang ditimbulkan dapat
dikurangi, diperkecil atau bahkan dihilangkan.

Bencana tanah longsor telah melanda Banjarnegara sejak beberapa tahun
yang lalu. Pada tahun 2006 tercatat tanah longsor melanda salah satu desa di
wilayah Banjarnegara dan menewaskan sekitar 76 jiwa. Pemerintah Daerah
Banjarnegara baru menyusun regulasi pertama tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada tahun 2011 yaitu tentang pembentukan BPBD
Banjarnegaramelalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Regulasi terkait penanggulangan bencana di Banjanegara disempurnakan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan kemudian pada tahun
2014 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 diperbaharui menjadi Peraturan
Daerah Nomor9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Daerah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara yang
secara teknis dilaksanakan oleh BPBD Banjarnegara masih menemui beberapa
kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana,
relokasi korban bencana, kurang sinergisnya koordinasi antar BPBD dengan
organisasi/ lembaga pemangku kebijakan, tindakan penanggulangan sekadar

menitikberatkan pada kegiatan tanggap bencana dan lain sebagainya. Kendala



yang disebutkan diatas tentunya sangat menghambat terlaksananya
penyelenggaraan penanggulangan bencana, oleh sebab itu dibutuhkan kajian
yuridis atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara
untuk mengukur terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
yang sesuai dengan perundang-undangan dan sekaligus sebagai upaya
penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk
meneliti "TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA”, yang
pada dasarnya memiliki tujuan baik yakni untuk meningkatkan penyelenggaraan
penanggulangan bencada daerah di Banjarnegara supaya mampu meningkatkan
hak hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat di Banjarnegara.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara
sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana daerah di Banjarnegara?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dan
kegunaan dari penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui kesesuaian antara penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Daerah.

b. Menganalisis kendala apa saja yang menghambat penyelenggaran
penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum, khususnya
pemahaman tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran khususnya kepada Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam
melakukan berbagai tindalan terkait penyelenggaraan penanggulangan

bencana daerah.



D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada karya
ilmiah (skripsi) yang membahas secara khusus tentang Tinjauan Yuridis Atas
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara. Berikut hasil
karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Skripsi Amalina Dyah Purwaningrum berjudul “Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Menanggulangi
Bencana Tahun 2014” yang membahas tentang implementasi kinerja BPBD
Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014 berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-
sama membahas tentang upaya menanggulangi bencana daerah di Banjarnegara
berdasarkan Peraturan Daerah Banjarnegara. Sedangkan perbedaannya, penelitian
ini mengkaji penanggulangan bencana daerah dengan melihat unsur-unsur hukum
dan mengukurnya dengan asas-asas pemerintah daerah.®

Pratama Agung Nugroho dalam skripsinya “Kewajiban Pemerintah
Daerah Banjarnegara dalam Mengelola Tata Ruang Wilayah untuk
Menanggulangi Tanah Longsor”, yang membahas tentang kewajiban yang harus

dilakukan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam menanggulangi tanah longsor

5 Amalina Dyah Purwaningrum, “Implementasi Peraturan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten
Banjarnegara Dalam Menangani Bencana Tahun 2014”. Skripsi. Program Studi Politik Dan
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah, 2015.



melalui pengelolaan tata ruang wilayah. Persamaan dengan penelitian yang ini
adalah dalam pengkajian tentang tindakan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam
menaggulangi bencana daerah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini
mengkaji tentang tinjauan yuridis penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah di Banjarnegara.®

Skripsi Rahardian Haryo W yang berjudul “ Implementasi Kebijakan
Strategi Mitigasi Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Upaya
Menanggulangi Dampak Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi di Desa
Sindumartani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun
2013 tentang Penanggulangan Bencana” membahas tentang kebijakan stragegi
mitigasi dalam penanggulangan bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013.
Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, adapun perbedaannya dengan
penelitian ini adalah jenis bencananya yakni bencana longsor di Banjarnega dan
upaya penanggulangannya vyang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah

Banjarnegara.’

® Pratama Agung Nugroho,” Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banjarnegara
dalam Mengelola Tata Ruang Wilayah untuk Menanggulangi Tanah Longsor”. Skripsi. Program
Studi IImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Y ogyakarta, 2010.

" Rahardian Haryo W, “Implementasi Implementasi Kebijakan Strategi Mitigasi Bencana
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Upaya Menanggulangi Dampak Banjir Lahar Dingin
Gunung Merapi di Desa Sindumartani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana”, Skripsi, Program Studi lImu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.



Skripsi yang disusun oleh Abdul Latief dengan judul “Peran Pemerintah
Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo”, yang membahas
tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana daerah di Kota
Palopo. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang
pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di daerah. Adapun
perbedaannya ialah pemerintah daerah sebagai subjek penelitian ini adalah
Pemerintah Daerah Banjarnegara.®

Skripsi Fakhriyanti dengan judul “Implementasi Kebijakan Mitigasi
Bencana Gempa Dan Tsunami Pemerintah Kota Padang”, membahas tentang
pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana gempa dan tsunami Pemerintah Kota
Padang yang secara khusus mengkaji pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana.
Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan pembahasan terkait
kebijakan pemerintah daerah terhadap bencana alam. Sedangkan perbedaanya
adalah penelitian ini meneliti upaya penanggulangan bencada yang lebih dari
proses mitigasi dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara.®

Tesis karya Clarensia Adhemes Tantri dengan judul “Kebijakan
Penanggulangan Bencana (Studi kasus Implementasi Kebijakan Penanggulangan

Bencana Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap)”

8 Abdul Latief, “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota
Palopo, Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makasar Sulawesi Selatan, 2015.

®  Fakhriyanti, “Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami
Pemerintah Kota Padang”, Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan lImu
Politik Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, 2011.
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membahas seputar kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh
BPBD Cilacap. Tesis ini memiliki persamaan dengan penitian penulis tentang
pembahasan penanggulangan bencana di daerah. Sedangnkan perbedaannya
penelitian ini fokus pada kajian yuridis terkait penanggulangan bencana daerah di
Banjarnegara”.'°

. Kerangka Teoritik

Penulisan penelitian ini membutuhkan suatu konsep dasar yang membantu
proses pembahasan yaitu dengan mengacu pada beberapa teori yang kuat supaya
pembahasan lebih fokus dan terpola. Beberapa teori yang disusun melahirkan
suatu kerangka teori yakni berupa kerangka pemikiran, pendapat-pendapat, butir-
butir, teori, dan tesis mengenai suatu pemasalahan yang menjadi perbandingan
dan pegangan teoritis.**

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Negara Hukum

Gagasan negara hukum telah dikemukakan jauh berabad-abad yang lalu, yaitu
ketika Plato menulis Nomoi. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara
yang baik adalah apabila didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.!?

Namun gagasan Ploto tersebut terpendam untuk waktu yang cukup lama sampai

10 Clarensia Adhemes Tantri, “Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Kasus
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Cilacap)”, Thesis, Megister Fakultas llmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas
Jenderal Soedirman Purwokerta Jawa Tengah , 2011.

11 M. Solly Lubis, Filsafat IImu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), him. 80.

12 Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-
unsurnya), (Jakarta: Ul-Press, 1995), him. 20.
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abad ke-19 dan permulaan abad 20 muncul kembali dengan istilah rechtsstaat dari
Freidrich Julius Stahl seorang ilmuan Eropa Barat, sedangkan ahli Anglo Saxon
bernama A.V.Dicey memakai istilahrule of law.

Menurut Stahl empat unsur rechtsstaat dalam arti klasik, yaitu®>:

a. Perlindungan hak-hak manusia;

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
(Trias Politika )

c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Adapun unsur-unsur Rule of Law adalah*:

a. Supermasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-
wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila
melanggar hukum

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-
keputusan pengadilan

Salah satu asas yang penting dalam konsep negara hukum adalah legalitas.

Asas legalitas tersebut menghendaki tindakan suatu badan atau pejabat
administrasi haruslah berdasarkan undang-undang. Apabila tidak terdapat suatu

undang-undang yang mengatur suatu permasalahan, maka badan atau pejabat

13 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2012), him. 113.

4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013),
him. 3.
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administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan untuk mengubah
ataupun mempengaruhi keadan hukum dalam masyarakat. °

Konsep negara hukum pada era modern telah jauh berkembang dan lahirlah
suatu konsep negara welfare state yang merupakan hasil dari pemikiran negara
hukum dan didampingkan dengan demokrasi. Konsep welfare state menghendaki
peran negara diperluas agar tidak terjadi monopoli dan dominasi kekuasaan oleh
kaum elit. Berkembangnya konsep welfare state melahirkan istilah freies
ermessen Yyaitu suatu konsep kenegaraan dimana pemerintah diberi ruang bebas
untuk membuat kebijakan atau turut campur dalam bidang sosial demi
kepentingan umum izin, pendidikan, bantuan kesehatan, penanggulangan bencana
dan sebagainya.

Sistem negara hukum telah masuk ke Indonesia sejak dalam perancangan
UUD 1945 dengan dicantumkan istilah rechtsstaat dalam penjelasan umum UUD
1945. Namun setelah amandemen UUD 1945 nampaknya indonesia tidak lagi
sekedar menganut sistem negara hukum rechtsstaat akan tetapi juga menganut
beberapa prinsip dalam rule of law dan sistem hukum lainnya dengan inti filosofi
masing-masing konsep kemudian digabungkan sebagai paradigma negara hukum
pancasila. Paradigma ini merajut nilai-nilai baik semua sistem hukum secara

eksplisit sehingga menjadi hukum nasional Indonesia.*®

15 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
2013), him. 86.

16 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2012), him. 94.
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Indonesia sebagai negara hukum diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD
Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah
negara hukum”!’ yang menganut sistem desentralisasi dengan menjadikan
undang-undang sebagai aturan main. Penjelasan bahwa undang-undang adalah
aturan main dalam pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1)
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai
pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.®* Demikian segala
urusan pemerintah dari pusat sampai dengan daerah haruslah berdasarkan pada
hukum yang berlaku.

2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah  merupakan inti  dari pemerintahan desentralisasi yang
dikombinasikan dengan demokrasi. Istilah otonomi berasal dari kata bahasa
yunani autos  yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang.
Otonomi bermakna membuat perundang-undang sendiri, namun dalam
perkembangannya otonomi juga diartikan menjalankan rumah tangganya sendiri.

Di dalam otonomi hubungan antara pusat dan daerah bertalian dengan konsep

17 pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945,

18 pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945,
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pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan
rumah tangga daerah.®

Otonomi daerah mengatur cara-cara membagi kewenangan, tugas, tanggung
jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah pusat dan daerah. Pengaturan
tersebut melahirkan pembagian jenis otonomi yaitu otonomi terbatas dan otonomi
luas. Digolongkan menjadi otonomi terbatas apabila urusan-urusan rumah tangga
daerah ditentukan secara kategorikan supervisi dan pengawasan dilakukan
sedemikian rupa dan sistem hubungan keuangan pusat daerah menimbulkan
keterbatasan keuangan asli daerah yang dapat membatasi gerak otonomo daerah.
Otonomi luas ialah apabila semua urusan pemerintahan daerah menjadi urusan
rumah tangga daerah, kecuali ditentukan lain oleh pusat dan sebagai suatu negara
kesejahteraan urusan pemerintahan tersebut tidak dapat dihitung jumlahnya.

Menurut beberapa tokoh terdapat tiga sistem otonomi atau rumah tangga,
yaitu sistem otonomi formal, materiil dan riil atau nyata. Tiga sistem otonomi
tersebut memiliki bobot yang berbeda dalam hal pelaksanaan prinsip
permusyawaratan dalam pemerintah daerah.?® Sistem rumah tangga formal
mengatur pembagian wewenang dan tugas pusat ke daerah secara tidak terperinci,
karena prinsipnya tidak terdapat perbedaan sifat antara urusan yang
diselenggarakan pusat dengan daerah. Sistem rumah tangga materiil menyebutkan

bahwa pembagian wewenang dan tugas pusat ke daerah diatur secara rinci karena

1% Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012),
him. 83.

20 Tim Penyusun FH UlI, Bungan Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia, (Yogyakarta:
FH UII Press, 2009), him. 135.
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urusan keduanya sangatlah berbeda. Sistem rumah tangga riil mendasarkan
penyerahan tugas dan wewenang kepada daerah berdasarkan pada faktor yang
nyata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan riil daerah maupun pemerintah
pusat serta pertumbuhan masayarakat.

Otonomi daerah yang demokratis menuntut adanya transparansi kebijakan.
Setiap kebijakan yang diambil harus jelas siapa yang memprakarsai, apa
tujuannya, berapa biaya penerapannya, siapa yang diuntungkan, resiko apa yang
harus ditanggung dan siapakah yang harus bertanggung jawab apabila kebijakan
tersebut gagal. Otonomi daerah juga memberikan kesempatan untuk menyusun
suatu sitem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun
sistem dan pola pendidikan terkait karier politik dan administrasi secara
kompetitif serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.?!

Diterapkannya sistem otonomi daerah tentulah dibarengi dengan
desentralisasi. Ada berbagai pengertian desentralisasi, salah satunya yang
diungkapkan oleh Maddick bahwa desentralisasi merupakan proses dekonsentrasi
dan devolusi. Devolusi merupakan penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan
fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah, sedang dekonsentrasi
merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf

pemerintah kota pusat yang tinggal di luar kantor pusat. 22

2L Syaukani, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah (Dalam Negara
Kesatuan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), him. 174.

22 Mudrajat Kuncoro, Otonomi Daerah (Menuju Era Baru Pembangunan Daerah),
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), him. 4.
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Desentralisasi menjadi masalah yang sangat penting dalam pembahasan
otonomi daerah. Secara konseptual desentralisasi merupakan pelimpahan atau
penyerahan kekuasaan maupun kewenangan dibidang tertentu secara vertikal baik
dari institusi, lembaga, pejabat yang lebih tinggi, kepada instutusi, lembaga,
fungsionaris dibawahnya sehingga pihak yang diserahi kewenangan tersebut dapat
bertindak atas namanya sendiri dalam urusan yang ditentukan tersebut.?®> Adanya
desentralisasi juga merupakan perwujudan dari negara hukum yang menegaskan
perlunya pembagian kekuasaan dalam suatu negara untuk menegakan
kemerdekaan.

Desentralisasi sebagai tatanan hukum nasional dalam penyerahan kekuasaan
dan pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah dibatasi hanya pada hal-
hal yang menyangkut daerah dan yang merupakan ruang lingkup wewenangnya
dengan dibatasi norma-norma khusus. Undang-undang dasar dan norma-norma
utama suatu negara tetap mengunakan sentralisasi dan menjadi kewenangan
mutlak pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal ini badan legislatifnya
diperbolenkan membuat norma-norma yang berhubungan dengan daerah yang
disebut sebagai peraturan daerah dengan syarat peraturan daerah tersebut sudah

ada kerangka umumnya yang dibuat oleh badan legislatif pusat.?*

23 Tim Penyusun FH Ull, Bungan Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia, him. 132.

24 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Penerbit Nusa
Media, 2013), him. 445.
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Terdapat empat bentuk utama desentralisasi yaitu:?
a. Dekonsentrasi
Menurut F.A.M. Stroink dekonsentrasi adalah penyerahan kewenangan
menunrut hukum publik kepada pejabat-pejabat, diwakili oleh pejabat-
pejabat dalam departemen;
b. Delegasi kepada lembaga-lembaga semi otonom atau antar daerah
Delegasi ini merupakan bentuk pemberian kewenangan untuk mengambil
keputusan dan mekanisme atas fungsi-fungsi khusus yang diberikan kepada
lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementrian
pemerintah pusat. Lembaga yang dimaksud tersebut memiliki kewenangan
semi otonom untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan seringkali tidak
berada dalam struktur pemerintahan tetap;
c. Pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah
Pemerintah pusat melalui pelimpahan kewenangan melepaskan fungsi-
fungsi tertentu atau membentuk satuan-satuan baru pemerintahan yang
berada di luar kontrol langsungnya;
d. Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya
masyarakat (LSM)
Pemerintah melakukan peralihan tugas perencanaan dan tanggung jawab
administrasi tertentu atau peralihan fungsi publik dari pemerintah ke
lembaga-lembaga sukarela, swasta maupun lembaga nonpemerintah (LSM).

Pemerintah juga memberikan izin, mengatur atau mengawasi anggota-

%5 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah..., him. 62-63.
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anggota pemerintah dalam melaksanakan tugasnya kepada lembaga-
lembaga tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum menerapkan asas otonomi daerah dan sistem
desentralisasi. Asas otonomi daerah dianut oleh Indonesia sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: “Pemerintah daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan” dan “Pasal 18 ayat (5)
perubahan kedua UUD 1945, “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dijelaskan lebih lanjut tentang otonomi seluas-
luasnya dalam penjelasan umum angka 1 alinea empat Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: “pemberian otonomi yang
seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.
Dalam rangka kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau
pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu,
seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir
penayelenggaraan Pemerintah Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat.
Pemerintah Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan
Pemerintah Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah
merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak
pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan

kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang
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pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara
keseluruhan”.28

Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah mendeskripsikan

desentralisasi dalam Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “desentralisasi adalah
penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas
otonom”. Penerapan sistem desentralisasi di Inonesia bermula ketika sistem
sentralisasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dirasa telah
gagal. Penerapan desentralisasi merupakan konsekwensi dari kehidupan
demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk ikut
mengurus daerahnya sendiri.

Penerapan sistem desentralisasi di Indonesia setidaknya harus mengacu pada

beberapa prinsip dasar dari konsep desentralisasi itu sendiri, yaitu:>’

a. Konsep desentralisasi harus dibangun dengan mengintegrasikan empat
aspek utama, vyaitu: struktur, fungsi, lingkungan struktur (internal-
eksternal) serta aspek perilaku aktor dalam struktur;

b. Eksistensi desentralisasi harus dimaknai hanya sebagai “salah satu alat”
untuk mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan rakyat;

c. Devinisi operasional dari desentralisasi harus dirumuskan secara jelas;

d. Tujuan desentralisasi harus dirancang berdasarkan kerangka kerja

ekonomi-politik dan disertai dengan ukuran-ukuran yang jelas.

% Angka 1 alinea 4 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

27 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah..., him. 100.
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3. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Perkembangan pola administrasi negara memberikan kewenangan bagi
administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-
tugasnya sehingga memungkinkan administrasi negara melakukan perbuatan yang
menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi
masyarakat.’® Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mayarakat dari
kemungkinan tindakan-tindakan administrasi negara yang menyimpang
disusunlah asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dikenal dengan istilah
AAUPB, sebagai acuan bagi pemerintah dalam menjalankan administrasi negara.

Adapun pengertian dari AAUPB sebagaimana hasil penelitian Jazim Hamidi

adalah sebagai berikut:

a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam
lingkungan Hukum Administrasi Negara.

b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara
dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim
administrasi negara dalam menilai tindakan administrasi negara (yang
berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan
bagi pihak penggugat.

c. Sebagai dasar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak
tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan

masyarakat.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,
(Yogyakarta: Liberty, 2009), him 57.
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d. Sebagai asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan
terpancar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagaian
dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap
sebagai asas hukum?.

Dalam sistem hukum Indonesia AAUPB memiliki kedudukan sebagai hukum
tidak tertulis. AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak
tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah dalam membuat keputusan
ataupun tindakan pemerintah lainnya. Asas-asas umum pemerintah yang baik
dapat pula dimaknakan sebagai asas hukum yang bahannya digali dan ditemukan
dari unsur susila, didasarkan pada moral sebagai hukum riil, berkaitan erat dengan
etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.** AAUPB
selain sebagai hukum tidak tertulis juga merupakan sendi hukum, norma dan
kaidah hukum yang tidak bisa dikesampingkan.

Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki arti penting
dan fungsi sebagai berikut:

a. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam

melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan
perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas.

Sekaligus membatasi dan menghindarkan kemungkinan administrasi

2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),
him 235.

30 SF. Marbun, Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di
Indonesia (Tulisan Pada Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara), (Yogyakarta:
Ul Press, 2001), him 72.
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negara mempergunakan freies ermessen atau melakukan kebijakan yang
jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan

b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat

dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

c. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan

membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN

d. AAUPB juga bermanfaat bagi badan legislatif dalam merancang suatu

undang-undang®!

Asas-asas umum pemerintahan yang baik pertama kali dicantumkan dalam
undang-undang adalah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisma (KKN) sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Selanjutnya
dalam format yang berbeda AAUPB juga dicantumkan dalam UU Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN alasan
mengajukan gugatan pada Pasal 53 ayat (2). Macam-macam AAUPB tersebut
berdasarkan perumusan para penulis di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum(principle of legal security).

b. Asas keseimbangan (principle of proportionality).

c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality).

d. Asas bertindak cermat (principle of carefulness).

e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation).

31 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara..., him 239.
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f.  Asas tidak mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of
competence).

g. Asas permainan yang layak (principle of fair play).

h. Asas keadilan dan kewajaran (principle of reasonable or prohibition of
arbitrariness).

i. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan wajar (principle of
meeting raised expectation).

J.  Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing
the concequences of an annuled decision).

k. Asas perlindungan asas pandangan dan cara hidup pribadi (principle of
protecting the personal may of life).

I.  Asas kebijaksanaan (sapientia).

m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).%

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari
sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Di
samping itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum
tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.®® Berangkat dari

%2|bid, him 244.

33Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 2010), him. 43.
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pentingnya metode penelitian dalam sebuah penelitian hukum, berikut metode
penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di

lapangan.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research)
dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang berhubungan
dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memperkaya pemikiran terkait

pokok bahasan dan mempertajam analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengungkapkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek
penelitian serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.®*
Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara dengan berpedoman pada
hukum normatif, peratutan perundang-undangan dan pendapat-pendapat pakar

hukum.

34Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 175.
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3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-
empiris, yaitu pendekatan yuridis yang mengkaji konsep hukum normatif atau
peraturan perundang-undangan yang ada. Pengkajian konsep hukum normatif
tersebut dipadukan dengan pendekatan empiriis yaitu dengan mengkaji kenyataan

yang ditemukan di lapangan (Banjarnegara).

4. Data dan Bahan

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.®
Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Banjarnegara sebagai lembaga yang ditunjuk undang-undang
untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan
korban bencana longsor di Dusun Jemblung Desa Sampang Kecamatan
Karangkobar dan korban bencana longsor di Desa Clapar Kecamatan
Madukara Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu subjek dari

penanggulangan bencana.
b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan terkait sejumlah
keterangan fakta atau dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa

buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan perundang-

%5S0erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 2010), him. 12.
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undangan dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan tentang
permasalahan yang diteliti yaitu tentang tinjauan yuridis atas

penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara.

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber
data primer dan sumber data sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia,

internet dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dan pencatatan secara
sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.
b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan
penelitian. Proses tanya jawab yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Banjarnegara dan korban bencana longsor di Dusun Jemblung Desa Sampang
Kecamatan Karangkobar dan korban bencana longsor di Desa Clapar
Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu subjek dari

penanggulangan bencana.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dan menelaah catatan, tertulis,
gambar maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diteliti, penulis menggunakan metode
kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh.
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yakni

cara menganisis yang berangkat dari teori atau kaidah hukum yang ada.

. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam
beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling
terkait satu dengan lainnya sehingga membentuk kesatuan kerangka pembahasan.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang tersusun dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang terdiri dari dua sub bab pertama penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang berisi tentang pengertian bencana, pengertian penanggulangan
bencana, landasan, asas dn tujuan penanggulangan bencana serta tahapan

penanggulangan  bencana. Kedua, penanggungjawab dan pelaksana
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penanggulangan bencana yang menjelaskan tanggung jawab, wewenang dan
lembaga pelaksana penanggulangan bencana.

Bab ketiga, membahas gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari
tiga sub bab. Pertama deskripsi umum Banjarnegara yang berisi tentang sejarah
Banjarnegara, kondisi geografis, dan luas wilayah. Kedua tentang deskripsi umum
BPBD Banjarnegar berisi tentang latar belakang berdirinya BPBD Banjarnegara,
tugas dan fungsi BPBD Banjarnegara, Visi, misi dan program kerja BPBD
Banjarnegara. Ketiga tentang deskripsi Desa Sampang Kecamatan Karangkobar
dan Desa Clapar Kecamatan Madukara terdiri dari Desa Sampang Kecamatan
Karangkobar dan Desa Clapar Kecamatan Madukara

Bab keempat berisi analisis tentang penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah di Banjarnegara yang terdiri dari dua sub bab. Pertama tentang
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara ditinjau dari
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 9 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 2 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Kedua tentang
kendala yang dihadapi dalam penyelenggaran penanggulangan bencana daerah di
Banjarnegara

Bab kelima berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang berfungsi
sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diangkat beserta saran atau

rekomendasi
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai tinjauan
yuridis atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara,
maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara telah
diselenggarakan dengan berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten
Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah dan peraturan perundang-undangan lain
yang mengatur penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Banjarnegara menjalankan tugas dan wewenangnya dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
BPBD Banjarnegara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
dibantu dan didikung oleh SKPD Banjarnegara, lembaga usaha, lembaga
kemasyarakatan, lembaga internasional dan masyarakat umum dari tahap
prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Dimana hal tersebut tidak
sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 2 Tahun 2013 yang mengatur Kketerlibatan unsur lain pada

penanggulangan bencana hanya pada masa tanggap darurat. Penanggulangan

131
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bencana di Banjarnegara dilakukan dengan prinsip cepat, tepat dan prioritas
namun masih kurang dalam upaya-upaya prabencana khususnya peningkatan
pemahaman dan kesadaran masyarakat Banjarnegara atas bencana itu sendiri.
Penanggulangan bencana dilakukan dengan senantiasa mengutamakan
penyelamatan dan pelayanan bagi korban bencana. Pemenuhan kebutuhan
korban bencana adalah prioritas utama BPBD Banjarnegara. BPBD
Banjarnegara untuk dapat menajalankan tugas dan fungsinya dalam beberapa
hal harus mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan
kepentingan umum atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Namun meski demikian pemenuhan kebutuhan dasar
korban bencana antara satu kejadian bencana dengan kejadian bencana
lainnya terkadang berbeda baik jumlah maupun cepat lambatnya penanganan
bencana. Perbedaan itu terjadi karena kurangnya menyebaran informasi
kebencanaan dari Banjarnegara oleh pemerintah daerah dan BPBD
Banjarnegara sehingga pengumpulan dana dari luar pemerintahan terhambat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara oleh
BPBD masih mengalami beberapa kendala. Kendala utama penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara bermuara pada masalah
terbatasnya dana penanggulangan bencana daearah dan masalah birokrasi.
Dana penanggulangan bencana yang dialokasikan APBD Banjarnegara
sangatlah terbatas, tidak mencapai 1% dari anggaran APBD Banjarnegara
secara keseluruhan. Penggunaan dana penanggulangan bencana dari

pemerintah pusat juga harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sehingga
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tidak selalu dapat digunakan. Masalah birokrasi datang dari SKPD
Banjarnegara sendiri yang seringkali kurang sadar atas penanggulangan
bencana yang harus cepat dan mendesak. Kolaborasi masalah dana dan
birokrasi juga menjadi kendala dalam hal pencairan dana rehabilitasi dan

rekontruksi dari pemerintah pusat melalui dana bantuan sosial berpola hibah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penyusun dalam merespon penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintahdan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan menyerderhanakan
alur birokrasi penyaluran dan penggunaan dana penanggulangan bencana
daerah serta mengatur jumlah minimal alokasi APBD untuk penanggulangan
bencana daerah.

Pemerintah Daerah Banjarnegara dan DPRD Banjarnegara merevisi atau
mengubah pasal Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah yang mengatur keterlibatan unsur lain
dalam penanggulangan bencana hanya sebatas pada masa tanggap darurat.
Keberadaan unsur lain seperti SKPD, lembaga usaha, lembaga
kemasyarakatan dan masyarakat sangatlah penting dan membantu sejak tahap

prabencana, tanggap darudat dan juga pasca bencana.
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Pemerintah Daerah Banjarnegara lebih maksimal lagi dalam malaksanakan
kewajibannya sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana daerah.
Penanggulangan bencana dinyatakan sebagai salah satu sasaran pembangunan
daerah namun dana yang disediakan untuk penanggulangan bencana tidak
sebanding dengan harapan terlaksananaya penanggulangan bencana di
Banjarnegara. Anggaran penanggulangan bencana daerah yang dialokasikan
olen APBD Banjarnegara untuk penanggulangan bencana pada tiap tahunnya
tidak mencapai porsi 1% dari keselurah dana APBD Banjarnegara.

Pemerintah Daerah Banjarnegara dan BPBD Banjarnegara dalam
menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah lebih meningkatkan
upaya-upaya prabencana dengan sasaran utama peningkatan pemahaman dan
kesadaran masyarakat atas bencana. Letak geografis wilayah Banjarnegara
yang merupakan daerah rawan bencana khususnya tanah longsor
mengharuskan masyarakat Banjarnegara mampu hidup berdampingan dengan
bencana tersebut. Penanggulangan bencana harus dilakukan melalui upaya
swasembada dan swakaloka dari masyarakat. Semakin tinggi pemahaman dan
kesadaran masyarakat atas bencana maka akan dapat menekan kerugian
akibat bencana.

BPBD Banjarnegara meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan
sehingga informasi kebencanaan di Banjarnegara dapat diakses secara lebih
mudah dan cepat oleh masyarakat. Salah satu langkah nyata yang perlu
diambil adalah dengan membuat website BPBD Banjarnegara dan

mengaktifkan kembali media sosial BPBD Banjarnegara. Penyebaran
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inormasi  kenbencanaan sangat penting untuk membuka partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan penangggulangan bencana khususnya

dalam hal bantuan dana.
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E-mell : fak sharfaiamal.com Yogyakerts 55261

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama - Agus Har~ona, 8. 50s
Jabatan “ Kepak Sexsi Pencegahon dan Mesapsiagoan

Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini;

Nama : Alia Rizqi Oktaviana

Alamat : Gg. KHA. Dahlan Rt 01 Rw 3 JI. Serma Mukhlas,
Ds. Karangtengah, Banjamegara, Jawa Tengah

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan [Imu Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23
November 2016, bertempat di kantor BPBD Banjarnegara guna melengkapi data

skripsinya  yang berjudul Tinjawad Yuridis atas Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara.
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjamegara, 23 MNOv@mber 2016
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( Agus Har vono (.Gos)



s, | KEMENTERIAN AGAMA RI
B UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
SURAK RATIAGA FAKULTAS SYARI'’AH DAN HUKUM
ik Alamat : JI, Marsda Adisucipto Telp, (0274)512840, Fax.{0274)545614
E-mall : fak.sharis@dgmadl.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama - Mokhamae oher St
Jabatan femlo R¥G1 Kedarutatan  dud Loghhk

Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini:

Nama . Alia Rizqi Oktaviana

Alamat : Gg. KHA. Dahlan Rt 01 Rw 3 JI. Serma Mukhlas,
Ds. Karangtengah, Banjamegara, Jawa Tengah

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan [lmu Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21
November 2016, bertempat di kantor BPBD Banjamegara guna melengkapi data
skripsinya  yang berjudul  Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjam Hevember 2016



(ig'-\:\oj KEMENTERIAN AGAMA RI

B3 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
SURAN KATHAE:A FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp, (0274)512840, Fax {0274)545614
E~mall : fak sharfaifigmat.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Natv Harsone, 510, 5 H
Jabatan : Kegala Sexsi Rehapihras dan Re ken trokg

Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini:

Nama - Alia Rizqi Oktaviana

Alamat . Gg. KHA. Dahlan Rt 01 Rw 3 JI. Serma Mukhlas,
Ds. Karangtengah, Banjamegara, Jawa Tengah

Pendidikan . Mahasiswa Jurusan [imu Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 22
November 2016, bertempat di kantor BPBD) Banjamegara guna melengkapi data

skripsinya  yang begudul Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara.
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjamegara, 22 Movember 2016
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.119.727.000 B 3.896.817.000 777.090.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,294.477.000 1.394.567.000 100.490.000

Gajs dan Tunjangan Fegawa 1.063.753.000 1.112,753,000 50.000.000

Tambahan Fenghasilan kesejahteraan pegawni 230.724.000 281.214.000 50.490 000

BELANJA LANGSUNG 1.825.250.000 2.501.850.000 676,600.000

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 379.052.000 630.652.000 _251,600.000

Penyediann komponen instalasi histrik/ penerang bangunan kantor . . 25 000 000 25.000.000

Penyediann jasa peralatan dan perlenghapan kantor 21.390.000 13.290.000 17.000.000

Penyediaan jasa administras keuangan 20.750.000 20.750.000

Penyediaan peralatan dan perengkap 12,500.000 12.500.000

Penyediain bahan logistk kantor 180:362.000 335.962.000 155.600.000

Penyedinan Jasa Administrasi Perkantoran [PTT) UJasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor) 144.050 000 198.05¢.000 54 000.000

Program Program Peninghkatan Sarans dan Prasarans Aparatur | 281.098.000 576.098.000 296.000.000

Pembangunan Gedung Kantor 70-950.000 | 245.950.000 175.000.000

Pengadann va:nau_‘v!.. gedung kantor 65000000 _ou 000000 40.000.000

Pemeliharaan rutin/berkals gedung kantor 37.948 000 m.\ W98 000 20.000.000

Pemeliharaan :.:::K:BF perlengkapan geduny kantor 107150 os uoq 150.000 60.006.000

?aﬂ-l gv.-lbmr-—- :-.1-38 !I.voa unun f-cq 85.000.000 85.000.000 |

Pelatiban Penilaian Kerusakan dan Kerugian Alobat Bencana = BS.000.000. B5,000.000 |

= = ~ < =

?mﬂ-! 13.‘-! Non.ln&w-.- Té lu»...- gﬂﬂﬁ.ﬁn kinerjn L-I !-..a-a  11.000.000 11.000.000 |

Penyusunan lnporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerza SKPD _ 11009.000 | .. 41.000.000

Program Mitigas Bencana Geologl e 250297.500 | 250.297.800

Peayusunan Peta Resiko Bencans - o 200.297.500 | . 200.297.500

Sosinli=asi dan pemantauan daerah rawan bencana 50000 80 —7B0.000.000

Program pencegahan din{ dan penanggulangan korban bencana alam 492.500.000 542.600.000  50.000.000

Gladi manajemen satlak/pelatihan penanggulangan 72-25: 132,500,000 162,500.000 50,000,000

| Pengadaan Lopistik Korban Bencann Alam 360000000 | 360000000| SR
Frogram peossma o s e e L —

Penyusunin dokumen DALA/TTUPASNA 10.000.000 10.000.000




Penyusunan dokumen Renakyi Rehab Rekan Clupar 10.000.000 10.000.000
Fagllitas: Penanganan Pasca bencana 10.000.000 10.000.000
Fenyusunan Kajian Geologi Bencana Tanah Longsor Desa Clapar 50.000.000 50.000.000
Bimbingan teknis dan sertifikist SAR 75.000.000 75000 000

Pembinaan Relawan A0.009.900, S0RRaO09

Pengadaan peralutan Resque 124,702,500 124.702.500

Program Tanggep Darurat 86.600.000 86,600.000 |

Optimidisasi Posko Bencans 86 600.000 46,600 000
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11.

12.

13.

14.

15.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK BPBD
BANJARNEGARA

Bagaimana sejarah lahirnya BPBD Banjarnegara ?

Secara umum apa saja tugas pokok dari BPBD?

Apa visi misi dan sasaran / tujuan dari BPBD?

Bagaimana pembagian kewenangan antara BNPB, BPBD Jawa Tengah
dan BPBD Banjarnegara? Bagaimana jalur kordinasinya ?

Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah di Banjarnegara?

Apakah sudah terjalin koordinasi yang baik dengan organisasi atau
lembaga lain dan masyarakat?

Didalam BPBD sendiri terdapat dua unsur yaitu unsur pengarah dan
pelaksana, bagaimana pembagian tugas dan kewenangannya?

Tindakan apa saja yang dilakukan pada tahapan pra bancana?

Adakah draf perencanaan penanggulangan bencana? Apakah terdapat
peninjauan atau evaluasi atas perencanaan penanggulangan bencana
tersebut ?

Upaya pencegahan dan pengurangan resikoseperti apa yang dilakukan
supaya Banjarnegara terhindar dari bencana?

Apakah penanggulangan bencana sudah masuk dalam rencana tata ruang
Banjarnega?

Adakah pelatihan dan pendidikan yang diberikan terkait penanggulangan
bencana bagi masyarakat ?

Apakah pelatihan ataupun pendidikan yang diberikan sudah meningkatkan
budaya sadar bencada di lingkungan masyarakat?

Ada berapa alat early warning system (ews) yg terpasang di Banjarnega?
Dimana saja? Apakah sudah cukup membantu?

Tindakan seperti apa yang diambil pada saat tanggap darurat bencana?



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Bagaimana upaya penanganan masyarakat korban bencana? Apakah
pemenuhan sandang pangan pengungsi sudah tercukupi ?

Seperti apa penyelenggaraan penanggulangan pada tahapan pasca
bencana?

Bagaimana upaya pemulihan sarana dan prasarana dilokasi pasca bencana?
Adakah pemantauan berkala bagi daerah yg pernah terjadi bencana, baik
lingkungan alam maupun masyarakat korban bencananya? Adakah jangka
waktunya?

Apakah upaya rehabilitasi dan rekontrasi daerah pasca bencana sudah
berjalan dengan baik ?

Apakah Banjarnegara menyelenggarakan program desa tanggung bencana
(destana) ? Sudah berapa banyak destana yang dibentuk?

Berasal dari mana sajakah dana yang digunakan untuk penanggulangan
bencana ? Apakah dana yang disediakan sudah cukup ? Apakah ada
peningkatan jumlah dana yg dialokasikan untuk penaggulangan bencana
dari 2012-2016 ?

Bagaimana proses alokasi dananya selama ini ? Apakah berjalan dengan
baik? Apakah pernah terjadi kasus penyalahgunaan dana penanggulangan
bencana?

Sudahkan pendanaan dan penyelengaaraan penanggulangan bencana
dilakukan secara transparan dan akuntabel?

Kepada siapakan BPBD mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai
lembaga pelaksana  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana?
Bagaimana prosesnya?

Adakah upaya evaluasi dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan
bencana oleh BPBD ?

Kendala apa saja yang dialami BPBD dalam proses penaggulangan

bencana di Banjarnegara?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KORBAN BENCANA

1. Apakah bapak/ibu merupakan penduduk asli?

2. Apakah bapak/ ibu mengalami langsung atau berada pada lokasi bencana
pada saat terjadi bencana?

3. Kerugian apa saja yang menimpa bapak/ibu akibat bencana ?

4. Sudahkan kebutuhan bapak/ibu selama menempati hunian sementara
tercukupi ?

5. Siapa saja yang turut membantu bapak/ibu dalam masa pemulihan setelah
terjadinya bencana?

6. Bagaimana upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Banjarnegara? Apakah sudah cukup membantu
bapak/ibu?

7. Bantuan apa saja yang diterima bapak/ibu dalam bentuk penanggulangan
bencana?

8. Sudahkan dilakukan sosialisasi rawan bencana di lokasi bapak/ibu tinggal
sebelum terjadinya bencana?

9. Dari serangkaian penanggulangan bencana di daerah yang bapak/ibu
alami, masih adakah kekurangan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam

menyelenggarakan penanggulangan bencana?



REALISASI KEGIATAN KASI PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN

BPBD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014-2016

A. PembentukanDesa Tangguh Bencana (DESTANA)

1. PembentukanDESTANA Tahun 2014

—xT o S@ohooo o

DesaTlaga Kec. Punggelan
DesaKalitlaga Kec. Pagentan
DesaSijeruk Kec. Banjarmangu
DesaKertosari Kec. Kalibening
DesaKarangtengah Kec. Wanayasa
DesaKarangkobar Kec. Karangkobar
DesaSlatri Kec. Karangkobar
DesaSampang Kec. Karangkobar
DesaBantar Kec. Wanayasa
DesaGiritirta Kec. Pejawaran
DesaDawuhan Kec. Pejawaran
DesaSumberejo Kec. Batur

2. PembentukanDesa Tangguh Bencana (DESTANA) Tahun 2015

a.
b.

® oo

DesaBejiKec.Pandanarum
DesaKarekanKec.Pagentan
DesaTanjungtirtaKec.Punggelan
DesaKaliajirkec.Purwanegara
DesaMerdenKec.Purwanegara

3. PembentukanDesa Tangguh Bencana (DESTANA) Tahun 2016

a.
b.
C.

Desa Pringamba Kec. Sigaluh
Desa Wanadri Kec. Bawang
Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan

B. Relawan Bersertifikasi

Relawan SAR: 60 Orang

Relawan Desa Tangguh Bencana: 240 Orang
Relawan POKMAS: 150 Orang

C. Peta Risiko Bencana :
Kecamatan Banjarmangu
Kecamatan Karangkobar
Kecamatan Punggelan
Kecamatan Pandanarum
Kecamatan Kalibening
Kecamatan Wanayasa
Kecamatan Pagentan
Kecamatan Pejawaran

1.
2.
3.

ONoa~LONE



D. Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
SosialisasidanPemantauan Daerah RawanBencana Th 2015

1.

S3—AToSQ@meo0 o

DesaPagedonganKecamatanBanjarnegara
DesaKertosariKecamatanKalibening
DesaJalatundaKecamatanMandiraja
DesaKaliajirkKecamatanPurwanegara
DesaSlatriKecamatanKarangkobar
DesaGiritirtakecamatanPejawaran
DesaKarekanKecamatanPagentan
DesaSijenggungKecamatanBanjarmangu
DesaPakelanKecamatanMadukara
DesaTempuranKecamatan\Wanayasa
DesaKaranganyarKecamatanPurwanegara
DesaKalitengahKecamatanPurwanegara

. DesaKarangkobarKecamatanKarangkobar

DesaKarangtengahKecamatanBanjarnegara

Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Becana Tahun 2016

o S@ e oo o

Desa Kalibombong Kec. Kalibening
Desa Sirukem Kec. Kalibening

Desa Suwidak Kec. Wanayasa

Desa Jembangan Kec. Punggelan

Desa Prendengan Kec. Banjarmangu
Desa Plumbungan Kec. Pagentan

Desa Kaliurip Kec. Madukara

Desa Pesangkalan Kec. Pagedongan
Desa Karanggondang Kec. Karangkobar
Desa Petir Kec. Purwanegara

E. Lokasi EWS:

Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu
Desa Kertosari Kec. Kalibening
Desa Bantar Kec. Wanayasa

Desa Tlaga Kec. Punggelan

Desa Kalitlaga Kec. Pagentan

Desa Karangtengah Kec. Wanayasa

ok wbdE
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Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga

(1999-2000)
(2000-2006)
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